PENETAPAN

Nomor 0208/pdt. P/2016/PA.Bm

" bl | T § P
S A “:. Ll wh ‘}f. -
15 AV . s
- ” b+ ui}h-.___._-.,,.b
e

Samsudin bin Halik | ‘
ik, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal
| i a
di D
usun Lawu RT.011 Rwy 002 Desa Kowo Kecamatan §
ape,
Kabupaten Bima, sebagai Pemohon;
Fencacilan Agama tersebut;
== Mempelajari surat-syrat ¥ang berkaitan dengan perkara inj:
“==" mendengark
garkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon jsteri anak

==monon di muka sidang:

DUDUK PERKARA

==t didaft i i
ar di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan N
i lomor
S ERdLPI2018 ;
/PA.Bm tanggal 17 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

y

(V)]
(4

msudin, umur 17, agama islam, pendidikan Tidak tamat SD., pekerjaan Tidak
=22, bertempat tinggal di Dusun lawu RT.011 Rw. 002 Desa Kowo Kecamatan
= =y% Kabupaten Bima, dengan seorang perempuan yang bernama : Nurlajlah binti
gl umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekeraan Tidak adg

Z=tempat j
p inggal di RT.Qo02 RW. 001 Deza Maria Utara Kecamatan Wawo

“=bupaten Bima

H ;
el { dari 10 hat Penetapan Nomer Q208Pdr 201 6P A B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Halaman 1

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

b

=rsebut diketahui telgh hamil;

Tubungan antarg an i
ak laki-laki Pemoho
N dengan calon ister

ennya tersebut

¥2ng akan timbu| dikemudian hari:
Sahwa antara an i-laki
ak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebyt tidak ada
hub bai
ungan mahram baik nasah ataupun radho ( sesusuan IX
Sahwa Pemohon sy, r
| dah pernah melamar calon isterinya tersebut dan diterima baik
“'zh orang tua calon isteri anak Pemohon:
Zzhwa Pemoh i
on sebagai orang tua telah memberitahukan maksud
| rencana
Serkawing
n tersebuyt kepada Kantor Urusan Agama yang berwanang akan |
d + 8Kan letapi
1aksud tersebut gi i
ebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA)
“~awo, Nomor 268 /
Kua.19.06.1 / Pw.01/1X / 2018 tanggal 26 September 2016
22ngan alasan b i
elum memenuhi Persyaratan sebagaimana tercantum dalg
-ndang-Undang F i i ;
g Perkawinan, mengingat anak lakj-laki Pemochon belum genap 19

=2hun;

™2 Bima agar memutuskan sebagai berikuyt -

! j.:_,

L Primair

i
{engabulkan Permahonan Pemohon:

A
al 2dari 10 hat Penetapan Nomor: 208 PACP2016PA i

Disclaimer
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Halaman 2

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohan yang
|

semama Herli bin Samsudin, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon
stefinya yang bernama Nurailah binti Ismail : 5
= Menetapkan biaya perkara sesuaj aturan yang berlaku: ‘
i Soosidair |
-=1 alau  menjatuhkan putusan |ain yang seadil-adilnya berdasarkan
s=tmbangan Majelis Hakim:
=2hwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohan
-
=57 =='on istri anak Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;
Zahwa Majelis Hakim telah menasihati kepada keduanya agar menunda
g W i usi
#nan dan menunggu sampal usia keduanya mencapai usia perkawinan
B i 2 i
z=imana ketentuan Undng-undang. tetapi Pemohon menyatakan tetap pada
===zl permohenannya;
=ahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap
“=="=hankan oleh Pemohan dengan keterangan tambahan sebagai berikut : !
==7wa. anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan
==on istrinya;
==rwa, calon istri Pemohon telah hamil kurang lebih 2 bulan:
==7wa keluarga Pemohon telah melamar ke keluarga calon istri anak Pemochon dan
*=uarga calon isti anak Pemohon telah menerima lamaran keluarga Pemohon:
==7wa anak Pemohon telah siap secara mental dan spiritual untuk menikah:
=="wa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram
==« nasab, semenda maupun rada’”:
Zzhwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon istri anak Pemohon
o i inti
Jt bernama Nurlailah binti Ismail yang pada pokoknya menerangkan sebagaj
iyt

=="wa benar dirinya calon istri anak Pemohon:

Hal 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 208 Pelt P2016/174. Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Halaman 3

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



==nwa benar antara anak Pemohon dan telah melakukan hubungan layaknya suami

==n dirinya dalam keadaan hamil 2 bulan:
=znwa anlara dirinya dengan anak Pemohon sudah benar-benar saling mencintai
<=0 berketetapan hati untuk menikah:

="wa dirinya felah dilamar oleh pihak keluarga Pemohon dan orang tuanya telah

nwa antara dirinya dengan anak Pemochon tidak ada hubungan mahram baik
~=3ab, semenda maupun rada'’:
Bahwa untuk menguatkan  dalil-dalil permchonannya, Pemochon telah
menaajukan alat-alat bukti berupa :
& Surat
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor:
5208060107671307 , yang dikeluarkan oleh Femerintah Kabupaten Bima
tanggal 26 Februari 2013 Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang temyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi
kode (P.1);
Fotokopi surat keterangan Domisili Herli Nomor - Pem/14.2/414/1X/2016 tanggal
22 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kowo, Kecamatan
Sape, Kabupaten Bima, Bukli surat telah diberi meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang temyata sesual. Oleh Ketua Majelis diberi
kode (P.2);
Asli Surat Keterangan Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima tentang Pemberitahuan adanya
nalanganfkekurangan persyaratan (dibawah umur) Nomor 268 / Kua.19.06.1 /
Fw.01/1X /2016 , tanggal 26 Seplember 2016. Oleh Ketua Maijelis diberi kode

(P.3);

Hal {dart 10 hal Penctapan Nomor: 208 /Pdt P/2016'PA. B

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 4

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



+ Folokopi  Kary Keluarga Pemohan Nomor:5206062907090108, yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Bima, tanggal 28 Januari 2013 Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang lernyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi
xode (P.4);
Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya
=°=C pada permohonan dan mohon penetapan;
Sahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal f
s=S=gamana yang telah termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian
"= 12K terpisahkan dari penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM J

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemchon pada pokoknya
#2221 sebagaimana yang telah diuraikan di atas:

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasihati Pemohon agar
“==2bar dan membicarakan rencana pernikahannya secara baik-baik dan menunggu
=7 zanak Pemohon cukup umur dulu untuk menikah, akan tetapi Pemohon tetap
“=r=kukuh dengan mohon dispensasi kawin, selanjutnya dibacakaniah surat
#=7mononan Pemohon yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan cieh Pemohon;

“enimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa anak Pemohon yang
#=7=ma Herli bin Samsudin hendak menikah dengan calon istrinya yang bemama
== binti Ismail, namun Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama
“===7=tan Wawo menolak menikahkan karena calon mempelai belum cukup umur

“=° y=rat menikah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

W= =
bang, bahwa Pemohon telah menghadirkan di persidangan pihak-pihak

g Sericait ini i i
- 2itan dalam perkara ini, masing-masing adalah anak Pemchon (Herli bin

Hal 3 dart 16 hal Penctapan Nomor: 208 /Pl 2016:P4 B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 5

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



~==udin), calon istri anak Pemohon (Murlaila binti Ismail)} dan bapak kandung calon

@ znak Pemohon:

Menimbang, bahwa Pemachon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah
me=rczjukan bukdi surat PL1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 telah bermeterai
Tw_o dan alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti mana telah
m=m=nuhi syarat formil pembuktian, dan secara materiil telah sesuai dengan dalil-dalil
s=mohonan Pemohon, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 286 RBg. ayat

© Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai,

Sue-oukdi tersebut dapat dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemchon dan keterangan para
#7=« yang berkaitan dalam perkara a quo dan bukti-bukii Pemochen, didapat fakta
s=c=331 berkut:

* Ezhwa Pemochon dan Herli orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan
~gama Bima:

* E2zhwa benar Randi berumur 17 tahun 3 bulan;

* ESzhwa benar Herli bin samsudin dengan Nuraila binti Ismail sudah saling
mengenal dan saling mencintai dan telah siap secara lahir dan batin untuk
m=nikah dan antara keduanya telah melakukan kawin lari, serta keduanya telah
Telakukan hubungan kelamin layaknya suami istri yang menyebabkan Sumis
Wlawati sekarang hamil 2 bulan:

= Z=hwa kehendak menikahnya anak Pemohon dengan calon istrinya telah ditolak
==h Kanter Urusan Agama Kecamatan Wawo (bukti P.4):

© =="wa antara anak Pemohon dengan calon istrinya nya tidak ada hubungan
~="r2m baik nasab maupun radha’ (sesusuan) atau semenda:

~ ==7w3 kehendak pemikahan telah disepakati oleh kedua keluarga calon mempelai:

Hil. 6 dard 10 hal. Penetapan Nomor: 208 P P0G PA B

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 6

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B
‘=nimbang, bahwa dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang menjadi

“wwox masalah adalah apakah pemikahan anak Pemohon dengan calon suaminya
“=T=sarkan hukum atau tidak:

Llani

“enimbang bahwa untuk menentukan ukuran permasalahan ini harus mengacu

“= ketentuan peraturan atau kaidah yang mengatur masalah pernikahan dalam

i

==t [slam;

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam, tidak ditentukan secara limitatif, tegas
S5 =0inci unsur-unsur atau kategori untuk batas umur nikah bagi calon mempelai;

Menimbang, bahwa pernikahan dapat dilangsungkan jika telah memenuhi syarat
“=° ukun pernikahan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
=222 7 ayat (2) seria tidak melanggar larangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal
= s=2mpai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan di persidangan ditemukan
%= antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada ketentuan yang
“=n2gar atau bertentangan dengan Syariat Islam:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan Agama Bima
“=T=ndapal keengganan Pelugas Pencatal Nikah pada Kantor Urusan Agama
“===matan Wawo menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya
==20ut temyata didasarkan atas alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum positif
“=" perundang-undangan, akan tetapi dasar hukum yang beraku di Indonesia selain
T positif juga berlaku hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan hukum Islam pada pokoknya dapat dirumuskan yakni

7="c=gah mafsadat dan mencapai kemaslahatan;

Meni j '
enimbang, bahwa sejalan dengan tujuan Hukum Islam tersebut di atas

“mZungkan dengan kaidah fighiyah yang mengatakan

cladt iy e 2 sdiall 4 s

Hal Tdari 10 hal. Penetapan Nomor: 208 /Pt P2016'PA B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 7
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SSTye ‘men L
cegah mafsadat harus didahulukan dar pada memperoleh kernasiakatan”

= ciwbungk i
gkan dengan kasus dalam perkara ini, maka pemberian dispensasi nikah

“5% mencegah adanya mafsadat vang lebih besar terhadap diri anak Pemachaon dan

J=mimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan kaidah Ushul Figh yang

S=Tunyi sebagai berikut:

Aabaally byl i 1 e oLV G
TvE Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemasfahatan"

“enimbang, bahwa terkait dengan kondisi hamil anak Pemchon, makg
“=T=sarxan Bab Vil tentang Kawin Hamil Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, walaupun
=zmohon dalam keadaan hamil, maka tidak ada halangan antara anak Pemohon
== ==lon suami anak Pemohan untuk melangsungkan perkawinan, karena kehamilan
=72 Cisebabkan oleh perzinaan maka tidak ada iddah bagi perempuan hamil karena
="= :=zbagaimana pendapat Aby Ishaq Ibrahim Al-Syairazi dalam Kitab Al-

eradzd i i
Jzdzab juz 2 halaman 46 yang telah diambil menjadi Pendapat Majelis berbunyi

w=m=a3i berikut:
SasaSatgngd an ¥ 5al Y g oY U5l Oadalall #8555,

. a -
r y

Menimbang, bahwa berdasarkan peﬂimhangan—pertimbangan tersebut dj
==s. maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenya patut

s7uk dikabulkan:

| WP
‘enimbang, bahwa Pemohon sebagai orang ¥ang berkepentingan terhadap
) i
2 quo. Oleh karenanya biaya perkara dibebankan kapada Pemohon yang

“T="yz sebagaimana tertera dalam amar penetapan;

Hal 8 dari 10 hat Penetapan Nomor: 208 /pu PR2016/'PA4. Bm

Disclaimer
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Halaman 8

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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e T
“engingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

wwm Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

“=ngabulkan permohonan Pemohon:

“emberikan dispensasi kawin kepada Herli bin Samsudin untuk menikah dengan

s=0rang perempuan bernama Nurlaila binti Ismail;

‘embebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

=2 216 000.- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan  dalam rapat pemmusyawaratan Majelis yang

Z=sungkan pada hari senin tanggal 31 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan

29 Muharam 1438 Hijriah, oleh kami Mulyadi, S.Ag sebagai Ketua Majelis,

“= Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S..

==rg-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan

=& sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Maijelis tersebut dengan didampingi oleh

~=oT Anggota dan dibantu oleh Dra, Nurhayati sebagai Panitera Pengganti serta

7 oleh Pemohon :

Hakim Anggota,

Ynhiz Majells

‘ TERAL |
i

pd i ssdz?la;
“ s 5000

== Mohammad Agus Sofwan Hadi Muiyaudi, S.Ag

Hal. 9dari 10 hai. Penetapan Nomor-208 Pt PA20I6'PA Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



